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Abstrak  
 
Penelitian ini mengkaji tentang penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelengga-
raan Pemilu terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik pemilu. Penelitian ini dipaparkan 
dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pertanyaan dalam penelitian 
ini adalah Pertama, faktor-faktor penyebab pelanggaran kode etik penyelenggara 
pemilukada. Kedua, bagaimanakah efektifitas penegakan kode etik penyelenggara pemilu 
oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, 
Pelanggaran kode etik mulanya bermuara dari tahapan penanganan daftar pemilih (DPT), 
pendiskualifikasian karena persyaratan seperti ketercukupan jumlah dukungan atau persya-
ratan yang lewat waktu, penyalahgunaan jabatan, wewenang, dugaan suap dalam pemben-
tukan badan penyelenggara pemilu, netralitas, imparsialitas, dan penetapan yang tidak cer-
mat. Kedua, dalam mengatasi praktek pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan 
berdasarkan data-data yang diadukan dan diproses DKPP, maka perlu dilakukan semaksimal 
untuk pencegahan. Langkah preventif sangat efektif guna mencegah praktek kecurangan 
pada pelaksanaan pemilu 2014. Selain itu penguatan tugas, fungsi, wewenang dan kapasitas 
kelembagaan sangat diperlukan, namun penguatan tersebut hendaknya sebanding dengan 
peningkatan kinerja sehingga performa lembaga peradilan etika modern ini bisa menghasil-
kan solusi yang konstruktif. 
 
Katakunci: Kode Etik, Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Pemilu. 
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1. PENDAHULUAN 
Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilihan Umum (DKPP) 
adalah lembaga baru yang diben-
tuk pasca reformasi pada tanggal 
12 Juni 2012 oleh pemerintah. Ke-
beradaan DKPP adalah untuk 
mengawal etika penyelenggaraan 
pemilihan umum di setiap jajaran 
yaitu ditingkat pusat maupun ting-
kat daerah. DKPP merupakan insti-
tusi etik berdasarkan undang-
undang nomor 15 Tahun 2011 ten-
tang penyelenggara pemilihan 
umum. 
Pasca Reformasi setelah 
undang-undang dasar 1945 berha-
sil di amandemen, salah satu aspek 
penting dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah adalah semakin 
sentralnya peran kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerin-
tahan dapat dilihat pada pasal 65 
undang-undang nomor 23 Tahun 
2014 tentang pemerintahan dae-
rah sebagaimana diubah oleh un-
dang undang nomor 2 tahun 2015 
tentang penetapan peraturan pe-
merintah pengganti undang-
undang nomor 2 tahun 2014 ten-
tang perubahan atas Undang-
Undang nomor 23 tahun 2014 ten-
tang pemerintahan daerah menjadi 
undang-undang dan undang-
undang nomor 9 tahun 2015 ten-
tang perubahan kedua undang-
undang nomor 23 tahun 2014 ten-
tang pemerintahan daerah. Men-
gingat peran sentral kepala daerah 
pada era reformasi tersebut maka 
menjadi sebuah konsekuensi logis 
apabila cara atau sistem pemilihan 
kepala daerah menjadi isu strate-
gis dan mendapat perhatian serius. 
Proses pemilihan kepala 
daerah berkaitan dengan upaya 
memenangkan kompetisi electoral 
secara legal, ekstra-legal maupun 
illegal. Namun pada prakteknya 
perubahan peraturan hukum dan 
system pemilihan serta kampanye 
secara langsung tersebut ternyata 
juga tidak serta merta membuat 
pemilu bebas dari manipulasi, ko-
rupsi serta penggunaan instru-
ment kekerasan.  
Langkah politik pemerintah 
dalam menyelenggarakan pemilu-
kada secara serentak patut men-
dapat apresiasi, karena inilah per-
tama kali dalam sejarah Indonesia 
bahkan dunia, model pemilihan 
secara serentak diberlakukan se-
cara masif; dimana dalam gelom-
bang pertama misalnya, akan ada 
269 Pilkada (terdiri atas 9 provin-
si, 36 kota dan 224 kabupaten) 
atau sekitar 53 persen dari total 
537 jumlah provinsi dan kabupa-
ten/kota di Indonesia yang secara 
bersama-sama memilih kepala 
daerah pada Desember 2015. 
Sungguh pekerjaan besar yang ti-
dak mudah. KPU, sebagai penye-
lenggara akan menghadapi banyak 
sekali tantangan dalam penyeleng-
garaan pesta politik akbar ini. 
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Pada pelaksanaan Pemilu-
kada secara serentak tahap perta-
ma, kedua dan ketiga yang dilak-
sanakan pada tanggal 9 Desember 
2015, bulan Pebruari 2017 dan bu-
lan Juni 2018 menyisakan peker-
jaan rumah atas permasalahan da-
lam penyelenggaraan pemilukada 
secara serentak. Banyak respon 
dan catatan dari berbagai pihak 
terhadap proses pilkada serentak 
2015. Sebagian kalangan menilai 
penyelenggaraan pemilukada se-
rentak relatif sukses. Tetapi tidak 
sedikit pula yang menilai kualitas 
penyelenggaraan belum maksimal, 
baik dalam perencanaan maupun 
dalam tahapan. Pelaksanaan terke-
san tidak terencana dengan ma-
tang, baik karena norma yang lam-
bat keluar disertai dengan kele-
mahan pengaturan yang tidak se-
dikit. 
Sebanyak 147 gugatan di 
Mahkamah Konstitusi, 396 laporan 
dan/atau pengaduan ke DKPP, se-
kitar 100 sengketa di Bawaslu, 
Panwas, PTUN dan Mahkamah 
Agung. Dari 396 laporan dan/atau 
pengaduan dengan jumlah total 
465 Teradu yang masuk ke DKPP 
di tahun 2015, 107 perkara dis-
idangkan dan sebanyak 83 perkara 
diputus. Sebanyak 122 orang dija-
tuhi sanksi peringatan, 4 (empat) 
orang pemberhentian sementara, 
47 orang pemberhentian tetap, ke-
tetapan 13 orang dan sebanyak 
179 tidak terbukti melakukan ke-
salahan yang diadukan dan DKPP 
merehabilitasi nama baiknya. Ber-
dasarkan uraian diatas menarik 
untuk dikaji ialah mengenai faktor-
faktor penyebab pelanggaran kode 
etik penyelenggara pemilukada, 
Apa saja ruang lingkup penegakan 
kode etik, Bagaimanakah 
efektifitas penegakan kode etik 
penyelenggara pemilu oleh Dewan 
Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penulisan ini menggunakan 
metode penelitian hukum yuridis 
normatif (normatif research). 
Sesuai jenis dan sifat 
penelitiannya, maka sumber data 
yang digunakan dalam penulisan 
ini adalah data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer 
berupa: peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan 
tema pembahasan.  
Bahan hukum sekunder 
dalam penelitian ini terdiri dari 
buku-buku, jurnal ilmiah, makalah 
dan artikel ilmiah yang dapat 
memberi penjelasan tentang bahan 
hukum primer.  Sedangkan bahan 
hukum tersier berupa Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
dan lain sebagainya dalam 
menemukan defenisi dari istilah-
istilah dalam membahas 
penegakan kode etik oleh dewan 
kehormatan penyelenggara pemi-
lu. 
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3. PEMBAHASAN 
3.1 Faktor-Faktor Penyebab Pe-
langgaran Kode Etik Penye-
lenggara Pemilukada  
 
Pelaksanaan kode etik tidak 
terlepas dari etika, WJS Poerwa-
darminta dalam kamus umum ba-
hasa Indonesia mengemukakan 
bahwa pengertian etika adalah : 
Ilmu pengetahuan tentang asas-
asas akhlak (Surawardi, 2002:1).   
Dalam pemakaian yang le-
bih luas perkataan etika dipandang 
sebagai lebih luas dari perkataan 
moral, sebab terkadang istilah 
moral sering dipergunakan hanya 
untuk menerangkan sikap lahiriah 
seseorang yang biasa dinilai dari 
wujud tingkah laku atau perbuatan 
saja. Sedangkan etika dipandang 
selain menunjukkan sikap lahiriah 
seseorang juga meliputi kaidah-
kaidah dan motif-motif perbuatan 
seseorang itu (Surawardi, 2002:3). 
Peran moral (kode etik) da-
pat dilihat pada Praktek kecuran-
gan yang terjadi pada setiap taha-
pan penyelenggaraan pemilukada. 
Bahkan banyak survei menye-
butkan pemilukada menjadi salah 
satu faktor tumbuhnya praktek 
KKN. Pemilukada melahirkan peri-
laku politik sebagian elit masyara-
kat baik peserta maupun penye-
lenggara menjadi semakin korup. 
Persekongkolan politik antara pe-
nyelenggara dengan aktor dalam 
kontestasi kian menggurita. Penye-
lenggara tidak saja berfungsi seba-
gai penengah atau sekurang-
kurangnya menjadi “wasit” tetapi 
di beberapa daerah dengan diam-
diam merangkap jadi pemain. 
Tren pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu umumnya 
sikap tidak netral dan kecende-
rungan berpihak yang terjadi pada 
setiap tahapan proses penyelenga-
ra pemilu, yaitu pemilihan legisla-
tif, pemilihan presiden, dan pemi-
lihan kepala daerah. Pelanggaran 
kode etik awalnya dapat diketahui 
dari tahapan penanganan daftar 
pemilih (DPT), pendiskualifikasian 
karena persyaratan seperti keter-
cukupan jumlah dukungan atau 
persyaratan yang lewat waktu, pe-
nyalahgunaan jabatan, wewenang, 
dugaan suap dalam pembentukan 
badan penyelenggara pemilu, ne-
tralitas, imparsialitas, dan peneta-
pan yang tidak cermat. Pengelo-
laan tahapan pemilu yang kerap 
disusupi kepentingan oknum pe-
nyelenggara dengan bertindak ti-
dak netral dalam pengambilan ke-
bijakan.  
Pengalaman menunjukkan 
pada tahap krusial seperti peneta-
pan persyaratan calon pemilukada, 
penghitungan suara, penetapan 
pasangan calon misalnya, di bebe-
rapa daerah dilakukan tidak netral 
sehingga dalam keterbatasan wak-
tu timbul ketidakseragaman per-
sepsi dan memicu perdebatan 
hingga tanpa keputusan. Dan pros-
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es pemilukada kadang tidak jelas 
akibat tidak ada keputusan rapat 
pleno. 
Berdasarkan data-data pen-
gaduan/laporan yang diterima 
DKPP pada pelaksanaan pemilu-
kada menunjukan pelanggaran 
kode etik pemilu dengan modus-
modusnya lebih banyak pada KPU 
di semua jenjang. Modus pelangga-
ran kode etik yang menyebabkan 
pemberhentian tetap umumnya 
karena keberpihakan anggota pe-
nyelenggara pada calon tertentu. 
Modus-modus pelanggaran kode 
etik penyelenggara pemilu terse-
but terungkap melalui persidangan 
DKPP yang diselenggarakan den-
gan terbuka.  
Modus pelanggaran kode 
etik penyelenggara pemilu ini se-
perti diungkapkan sebelumnya, 
yakni selalu bermuara dari keti-
daknetralan atau keberpihakan 
anggota penyelenggara pada calon 
peserta pemilu. Selain keberpiha-
kan, melalaikan tugas dan fungsi 
yang semestinya, penyelenggara 
juga kerap menggunakan jaba-
tan/wewenang untuk kepentingan 
tertentu. Penyelenggara pemilu 
juga kerap didapatkan menerima 
suap dalam penetapan pasangan 
calon, proses seleksi anggota pe-
nyelenggara, dan tahap penetapan 
paslon yang cenderung tidak ne-
tral. 
Adapun faktor penyebab 
pelanggaran etika terkait dengan 
pelanggaran kode etik penyeleng-
gara pemilu adalah : 
1. Tidak berjalannya kontrol dan 
pengawasan dari masyarakat; 
2. Kurangnya iman dari individu 
tersebut; 
3. Rendahnya pengetahuan ma-
syarakat mengenai substansi 
kode etik  pada setiap bidang, 
karena buruknya pelayanan so-
sialisasi dari pihak prepesi sen-
diri; 
4. Belum terbentuknya kultur dan 
kesadaran dari orang tersebut; 
5. Tidak adanya kesadaran etis 
dan moralitas dari orang terse-
but; 
6. Kebutuhan individu; 
7. Tidak ada pedoman hidup dari 
individu tersebut; 
8. Perilaku dan kebiasaan individu 
yang buruk sehingga menjadi 
sebuah kebiasaan; 
9. Lingkungan tidak etis mempen-
garuhi individu tersebut mela-
kukan sebuah pelanggaran; 
10. Kurangnya sanksi yang ke-
ras atau tegas di Negara kita 
tentang pelanggaran kode etik. 
 
Selain beberapa faktor yang 
disebutkan diatas, ada juga modus-
modus pelanggaran kode etik pe-
nyelenggaraan pemilu, yaitu seba-
gai berikut (Sardini, 2015 :174-
182): 
1. Vote Manipulation 
Vote Manipulation merupakan 
pelanggaran kode etik dengan 
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mengurangi, menambahkan, 
atau memindahkan perolehan 
suara dari satu peserta pemilu 
ke peserta pemilu lainnya, per-
buatan mana menguntungkan 
dan/atau merugikan peserta 
pemilu dengan lainnya; 
2. Bribery of Officials 
Bribery of Officials merupakan 
pemberian sejumlah uang atau 
barang atau perjanjian khusus 
kepada penyelenggara pemilu 
dengan maksud memenuhi ke-
pentingan pemberinya atau un-
tuk menguntungkan dan/atau 
merugikan pihak lain dalam ke-
pesertaan suatu pemilu (candi-
cay); 
3. Un-Equal Treatment 
Un-Equal Treatment merupakan 
perlakuan yang tidak sama atau 
berat sebelah kepada peserta 
pemilu dan pemangku kepen-
tingan lain; 
4. Infringements of The Right Vote 
Infringements of The Right Vote 
adalah pelanggaran terhadap 
hak memilih warga Negara da-
lam pemilu; 
5. Vote and Duty Secrecy 
Vote and Duty Secrecy merupa-
kan pelanggaran kode etik den-
gan secara terbuka memberita-
hukan pilihan politiknya dan 
menanyakan pilihan politiknya 
dalam pemilu kepada orang 
atau pemilih lain; 
6. Abuse of Power 
Abuse of Power merupakan pe-
langgaran kode etik dengan 
memanfaatkan posisi jabatan 
dan pengaruh-pengaruh, baik 
atas dasar kekeluargaan, keke-
rabatan, otoritas tradisional 
atau pekerjaan, untuk mempen-
garuhi pemilih lain atau penye-
lenggara pemilu demi menda-
patkan keuntungan-keuntungan 
pribadi; 
7. Conflict of Interest 
Conflict of Interest merupakan 
pelanggaran kode etik dengan 
adanya benturan kepentingan; 
8. Sloppy Work of Election Process 
Sloppy Work of Election Process 
merupakan ketidakcermatan 
atau ketidaktepatan atau keti-
dakteraturan atau kesalahan da-
lam proses pemilu; 
9. Intimidation and Violence 
Intimidation and Violence meru-
pakan pelanggaran kode etik 
dengan melakukan tindakan ke-
kerasan atau intimidasi secara 
fisik maupun mental; 
10. Broken or Breaking the laws 
Broken or Breaking the laws me-
rupakan bentuk pelanggaran 
dengan melakukan tindakan 
atau terlibat dalam pelanggaran 
hukum; 
11. Absence of Effective Legal 
Remedies 
Absence of Effective Legal Reme-
dies merupakan kesalahan yang 
dapat ditoleransi secara manu-
siawi sejauh tidak berakibat ru-
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saknya integritas penyelengga-
raan pemilu, juga hancurnya in-
dependensi dan kredibilitas pe-
nyelenggara pemilu; 
12. The Fraud of Voting Day 
The Fraud of Voting day meru-
pakan kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan penyelenggara 
pemilu pada hari pemungutan 
dan penghitungan suara; 
13. Destroying Netrality, Impartial-
ity, and Independent 
Merupakan bertindak tidak ne-
tral dan memihak terhadap par-
tai politik. 
 
3.2  Ruang Lingkup Penegakan 
Kode Etik  
 
Era globalisasi ekonomi 
yang melanda dunia saat ini seba-
gai upaya untuk mencapai pereko-
nomian dunia yang makmur dalam 
suasana yang terus mengalami pe-
rubahan, menjadikan perdagangan 
internasional sebagai salah satu 
faktor penting. Kebutuhan manu-
sia yang semakin berkembang me-
nyebabkan pula perubahan ke 
arah perdagangan yang lebih luas, 
bebas dan terbuka yang mengha-
ruskan negara-negara secara bila-
teral, regional, maupun global, un-
tuk cenderung mengadakan kerja 
sama dalam bentuk penurunan 
atau penghapusan hambatan-
hambatan perdagangan, tarif mau-
pun nontarif. Hal ini dilakukan un-
tuk menciptakan suatu mekanisme 
perdagangan yang lebih kondusif, 
agresif dan progresif (Rakhmawati, 
2006: 125). 
Pelaksanaan Kode Etik Pe-
nyelenggara Pemilu dituangkan 
dalam bentuk Peraturan Bersama 
KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kode 
Etik disusun berdasarkan kesada-
ran internal para penyelenggara 
pemilu yang mengikatkan diri se-
cara sukarela (voluntary norms im-
posed from within the consciousness 
of the subjects). Sedangkan Pedo-
man Beracara sebagai prosedur 
hukum acara pemeriksaan dan pe-
negakan kode etik dituangkan da-
lam bentuk Peraturan DKPP sendi-
ri sebagai ‘self-regulatory body’ 
yang bersifat independen dalam 
menegakkan kode etik penyeleng-
gara pemilu. 
Ruang lingkup dalam pene-
gakan kode etik tidak terlepas 
adanya Dewan Kehormatan Penye-
lenggara Pemilihan Umum (DKPP). 
Keberadaan DKPP merupakan se-
buah lembaga yang memiliki ke-
wenangan untuk menindak lanjuti 
dugaan pelanggaran tidak dapat 
dilepaskan dari keberadaan Un-
dang-Undang nomor 15 tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemi-
lihan Umum. DKPP merupakan se-
buah lembaga yang bertugas me-
nangani pelanggaran kode etik pe-
nyelenggara pemilu dan merupa-
kan satu kesatuan fungsi penye-
lenggara pemilu. 
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Dalam menjalankan tugas 
dan fungsi penegakan kode etik 
penyelenggara Pemilu Dewan Ke-
hormatan Penyelenggara Pemilu 
diberikan wewenang memanggil 
dan memeriksa pihak-pihak terkait 
dengan tujuan menggali data dan 
informasi lebih akurat guna men-
dapatkan suatu bukti-bukti yang 
kuat dan meyakinkan sehingga da-
lam pengambilan keputusan diha-
rapkan benar-benar membawa 
kemanfaatan bagi semua pihak. 
Dalam proses pengambilan kepu-
tusan jangan sampai ada pihak-
pihak seperti pengadu maupun te-
radu dirugikan dari sisi nilai keadi-
lan (Jimly, 78). 
Keberadaan DKPP walau-
pun dikatakan tumpang tindih 
dengan kewenangan yang dimiliki 
oleh lembaga lain, yaitu panitia 
pengawas, yaitu disatu sisi peratu-
ran perundang-undangan yang 
mengatur secara spesifik tentang 
pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah memberikan tugas, 
kewenangan, bahkan kewajiban 
kepada panitia pengawas untuk 
menerima laporan dugaan pelang-
garan, kemudian dikaji untuk se-
lanjutnya diteruskan kepada pihak 
yang berwenang, yang dalam hal 
ini bila menyangkut etik penye-
lenggara pemilu akan diteruskan 
kepada DKPP. Disisi yang lain, ber-
dasarkan Pasal 111 ayat (3) Un-
dang-Undang nomor 15 tahun 
2011 tentang penyelenggara pemi-
lihan umum, salah satu tugas DKPP 
adalah untuk menerima penga-
duan dan/atau laporan dugaan 
adanya pelanggaran kode etik oleh 
penyelenggara pemilu. Bukan 
hanya itu saja, panitia pengawas 
dalam hal ini Bawaslu Provinsi 
hanya diberikan kewenangan un-
tuk menerima, untuk kemudian 
diteruskan kepada DKPP tanpa 
melalui proses pengkajian bilama-
na terdapat laporan dugaan pe-
langgaran etik yang dilakukan oleh 
anggota KPU Kabupaten/Kota atau 
KIP Kabupaten/Kota, anggota 
Panwaslu Kabupaten/Kota, anggo-
ta PPK, anggota Panwaslu kecama-
tan, anggota PPS, anggota Penga-
was Pemilu Lapangan, atau anggo-
ta KPPS.   
Kode etik penyelenggara 
pemilu berisi ketentuan umum, 
landasan dan prinsip dasar etika 
dan perilaku, pelaksanaan prinsip 
dasar etika dan perilaku, sanksi, 
ketentuan peradilan, dan keten-
tuan penutup. Dari keenam hal itu, 
yang terpenting adalah:  
1. Prinsip Dasar Etika dan Peri-
laku;  
2. Pelaksanaan Prinsip Dasar 
Etika dan Perilaku;  
3. Ketentuan tentang Sanksi.  
Kode Etik Penyelenggara 
Pemilu bertujuan untuk menjaga 
kemandirian, integritas, dan kre-
dibilitas anggota penyelenggara 
pemilihan umum di semua tingka-
tan dengan berpedoman kepada 
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12 asas yang ditentukan oleh Un-
dang-Undang, yaitu (Jimly) :   
1. Kemandirian;  
2. Kejujuran;  
3. Keadilan;  
4. Kepastian hukum;  
5. Ketertiban;  
6. Kepentingan umum;  
7. Keterbukaan;  
8. Proporsionalitas;  
9. Profesionalitas;  
10. Akuntabilitas;  
11. Efisiensi; dan  
12. Efektifitas. 
Adapun prinsip-prinsip da-
sar kode etik penyelenggara dan 
pengawas pemilu, meliputi : 
1. Menggunakan kewenangan 
berdasarkan hukum; 
2. Bersikap dan bertindak 
non-partisan dan imparsial; 
3. Bertindak transparan dan 
akuntabel; 
4. Melayani pemilih menggu-
nakan hak pilihnya; 
5. Tidak melibatkan diri da-
lam konflik kepentingan; 
6. Bertindak professional; dan 
administrasi pemilu yang 
akurat. 
Adapun rincian implemen-
tasi dari prinsip dasar kode etik 
tersebut bisa kita pelajari dalam 
Peraturan KPU nomor 31 Tahun 
2008 tentang Kode Etik Penye-
lenggara Pemilihan Umum. Se-
hingga diharapkan semua pihak 
bisa melakukan kontrol dan evalu-
asi terhadap kinerja penyelengga-
ra pemilu, apakah sudah sesuai 
dengan kode etik atau malah me-
nyimpang jauh dari kode etik yang 
ada. 
Peran serta masyarakat da-
lam memberikan informasi ten-
tang pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh penyelenggara pe-
milu dapat dilakukan dengan cara 
membuat pengaduan dan/atau la-
poran adanya pelanggaran kode 
etik penyelenggara pemilu yang 
dilakukan oleh anggota KPU atau 
jajaran dibawahnya secara tertulis 
kepada KPU dengan menyebutkan 
nama dan alamat secara jelas, dan 
dibuktikan dengan foto copy KTP. 
Dalam laporan tersebut ju-
ga harus menyebutkan secara jelas 
kode etik penyelenggara pemilu 
yang dilanggar, disebutkan pula 
hari dan tanggal pelanggaran kode 
etik, nama dan jabatan yang didu-
ga melanggar kode etik, serta buk-
ti-bukti tertulis lainnya yang men-
dukung tentang terjadinya pelang-
garan kode etik penyelenggara 
pemilu. 
Dalam peraturan KPU No. 
31 Tahun 2008 tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu telah diatur 
bahwa pihak yang diberi kewe-
nangan untuk memeriksa penga-
duan dan/atau laporan adanya du-
gaan pelanggaran kode etik yang 
dilakukan oleh penyelenggara pe-
milu dilakukan oleh Dewan Ke-
hormatan KPU, Dewan Kehorma-
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tan KPU Provinsi, dan Dewan Ke-
hormatan Bawaslu. 
 
3.3 Efektifitas Penegakan Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu Oleh 
Dewan Kehormatan Penyeleng-
gara Pemilu  
 
Penegakan kode etik juga 
berbicara mengenai penanganan 
pelanggaran secara efektif. Penan-
ganan pelanggaran adalah meka-
nisme, atau tata cara penanganan 
dugaan pelanggaran pemilihan 
umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah berdasarkan aturan 
perundang-undangan, terutama 
yang mengatur tentang pemilihan 
umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Purnomo, 2013). 
Penegasan pemilihan umum kepa-
la daerah dan wakil kepala daerah 
seperti pemilihan gubernur, bupati 
dan walikota telah diatur secara 
eksplisit berdasarkan undang-
undang nomor 8 tahun 2015 peru-
bahan atas Undang-Undang nomor 
1 tahun 2015 serta perubahan 
yang terdapat pada peraturan pe-
merintah pengganti undang-
undang nomor 1 tahun 2014 di-
perlukan sebuah kepastian dan 
keberanian dalam menghukum 
dan memberi sanksi kepada petu-
gas penyelenggara pemilukada 
yang dilakukan oleh DKPP RI.  
Dewan kehormatan penye-
lenggara pemilu Republik Indone-
sia yang berpusat di Jakarta demi 
efektifitas penegakan kode etik 
penyelenggara pemilu tidak hanya 
menjalankan fungsi penegakan 
dan penindakan terhadap pelaku 
yang melanggar kode etik, akan 
tetapi mensinkronisasi dan sosiali-
sasi akan sanksi terutama di dae-
rah-daerah sebagai penyelenggara 
pemilukada bekerjasama dengan 
KPU dan Bawaslu.   
Penanganan pelanggaran 
pemilukada ini merupakan alur 
penanganan dugaan pelanggaran 
pemilihan umum kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dimana 
pihak panitia pengawas menerima 
laporan, selanjutnya meneruskan 
temuan atas suatu dugaan pelang-
garan. Setelah menerima selanjut-
nya panitia pengawas melakukan 
pengkajian dan klasifikasi untuk 
akhirnya diputuskan apabila lapo-
ran tersebut merupakan sengketa, 
pelanggaran, atau bukan pelangga-
ran. Jika laporan tersebut merupa-
kan pelanggaran, maka panitia 
pengawas akan meneruskannya 
kepada (1) pihak kepolisian apabi-
la pelanggaran tersebut merupa-
kan dugaan pelanggaran pidana, 
(2) kepada pihak KPU, apabila pe-
langgaran tersebut merupakan du-
gaan pelanggaran administrasi dan 
(3) DKPP, bilamana pelanggaran 
tersebut merupakan dugaan pe-
langgaran etik. 
Secara khusus terhadap pe-
langgaran yang menyangkut masa-
lah perilaku yang dilakukan oleh 
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penyelenggara pemilu, seperti 
KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK), Panitia Pemungutan Suara 
(PPS), jajaran sekretariatnya serta 
Bawaslu, Panwaslu dan jajaran se-
kretariatnya, yang terkait dengan 
Kode Etik Pengawas Pemilu. Cara 
penanganannya telah diatur dalam 
Peraturan KPU tentang Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu. 
Dalam mengatasi praktek 
pelanggaran kode etik penyeleng-
gara pemilu dengan berdasarkan 
data-data yang diadukan dan di-
proses DKPP, maka perlu dilaku-
kan semaksimal untuk pencega-
han. Langkah preventif sangat 
efektif guna mencegah praktek ke-
curangan pada pelaksanaan pemi-
lu 2014. Selain itu penguatan tu-
gas, fungsi, wewenang dan kapasi-
tas kelembagaan sangat diperlu-
kan, namun penguatan tersebut 
hendaknya sebanding dengan pe-
ningkatan kinerja sehingga per-
forma lembaga peradilan etika 
modern ini bisa menghasilkan so-
lusi yang konstruktif. 
Dengan model persidangan 
terbuka maka peradilan etika ini 
diharapkan menyingkap berbagai 
misteri pelanggaran-pelanggaran 
kode etik penyelenggara pemilu 
baik dilakukan peserta maupun 
penyelenggara. Prinsipnya, semua 
proses harus diselenggarakan 
dengan terbuka. Semua penga-
duan/laporan harus melalui taha-
pan yang teratur. Setiap laporan 
dari penyelenggara pemilu, peser-
ta pemilu, tim kampanye, dan pe-
milih selalu diterima dan diverifi-
kasi untuk dilakukan kajian men-
dalam untuk dipastikan di pleno 
apakah diproses atau ditolak kare-
na tidak memenuhi dua unsur be-
rupa keterangan saksi; keterangan 
ahli; surat/tulisan; petunjuk; kete-
rangan pihak atau data dan infor-
masi yang dapat dibaca atau di-
dengar karena terdapat pela-
por/pengadu yang hanya mencari-
cari kesalahan—tidak siap kalah 
dan menjadikan penyelenggara 
sebagai tempat pelampiasan emo-
si. Proses verifikasi dan kajian di-
lakukan dengan penuh ketelitian 
dan dalam persidangan baik pen-
gadu, teradu, dan pihak terkait di-
berikan kesempatan yang sama 
untuk saling beradu argumenta-
si.  Apabila dalam persidangan Ma-
jelis Sidang memastikan bahwa 
teradu terbukti melanggar kode 
etik maka DKPP menjatuhkan 
sanksi yakni dari sanksi tegu-
ran tertulis; pemberhentian se-
mentara; atau pemberhentian te-
tap. 
 
4. KESIMPULAN 
Dari uraian di atas maka 
dapat ditarik suatu simpulan seba-
gai berikut: 
Pertama, Pelaksanaan Kode 
Etik Penyelenggara Pemilu ditua-
ngkan dalam bentuk Peraturan 
Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. 
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Kode Etik disusun berdasarkan 
kesadaran internal para penye-
lenggara pemilu yang mengikatkan 
diri secara sukarela (voluntary 
norms imposed from within the 
consciousness of the subjects). Se-
dangkan Pedoman Beracara seba-
gai prosedur hukum acara peme-
riksaan dan penegakan kode etik 
dituangkan dalam bentuk Peratu-
ran DKPP sendiri sebagai ‘self-
regulatory body’ yang bersifat in-
dependen dalam menegakkan 
kode etik penyelenggara pemilu. 
Kedua, Dalam mengatasi 
praktek pelanggaran kode etik pe-
nyelenggara pemilu dengan berda-
sarkan data-data yang diadukan 
dan diproses DKPP, maka perlu 
dilakukan semaksimal untuk pen-
cegahan. Langkah preventif sangat 
efektif guna mencegah praktek ke-
curangan pada pelaksanaan pemi-
lu 2014. Selain itu penguatan tu-
gas, fungsi, wewenang dan kapasi-
tas kelembagaan sangat diperlu-
kan, namun penguatan tersebut 
hendaknya sebanding dengan pe-
ningkatan kinerja sehingga per-
forma lembaga peradilan etika 
modern ini bisa menghasilkan so-
lusi yang konstruktif. 
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